
 

519 

 

 Analisis Pengaturan Hak Cuti Pekerja Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang  

Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang 

 
Windy Anika Putri Pangaribuan 1, Mangaraja Manurung2 

 

Sarjana Hukum, Universitas Asahan  

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kota Kisaran Timur, Sumatera Utara 21216 

 
1Windy Anika sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Asahan, windianika6666@gmail.com 

2Mangaraja Manurung sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, mrajamanurung1970@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 
Leave rights can be defined as the right to temporary or certain absences accompanied by a statement from the 
party concerned. After the enactment of the Job Creation Law, there are changes regarding the regulation of 
leave rights for workers. The changes are considered controversial because several provisions in the Job Creation 
Law provide more space for companies to regulate leave rights because many of the previously regulated rules 
have been abolished. 
This research uses a descriptive method where descriptive research is research that describes the characteristics 
of a population or a phenomenon that is the object of research. The approach used is a statutory approach 
(statue approach) by examining the laws relating to the object of research.  
Changes to leave rights for workers after the enactment of the Job Creation Law are the deletion of the 
provisions in Article 79 paragraph (2) letter d of the Manpower Law. Through Article 81 Number 68 of Law 6 of 
2023, the state guarantees that anyone who violates the provisions contained in Article 81 number 25 of Law 
6/2023 will be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a minimum of 1 month and a 
maximum of 12 months, and/or a minimum fine of IDR10,000,000.00 (ten million rupiah) and a maximum of 
IDR100,000,000.00 (one hundred million rupiah). To ensure that workers' leave and rest time rights are truly 
maintained. 
 
Key words: Workers Leave, The Law, Job Creation 

 
ABSTRAK 

 
Hak cuti dapat diartikan sebagai hak atas ketidakhadiran sementara atau tertentu dengan disertai keterangan dari 

pihak yang bersangkutan. Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan mengenai pengaturan 

hak cuti bagi pekerja. Perubahan tersebut dinilai kontroversial karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 

Cipta Kerja memberikan ruang lebih bagi perusahaan untuk mengatur hak cuti karena banyak aturan yang diatur 

sebelumnya telah dihapuskan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah undang-undang yang 

berkaitan dengan objek penelitian.  

Perubahan terhadap hak-hak cuti bagi tenaga kerja pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja adalah dengan 

dihapusnya ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan. Melalui Pasal 81 Angka 

68 Undang-Undang 6 Tahun 2023, negara menjamin bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan yang terdapat pada 

Pasal 81 angka 25 Undang-Undang 6/2023 akan dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan minimal 1 bulan dan 

maksimal 12 bulan, dan/atau denda minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk memastikan bahwa hak cuti dan waktu istirahat pekerja benar-benar 

terjaga. 
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LATAR BELAKANG  
Indonesial merupakan negaral 

hukum dimanal seluruh masyarakatl 

berketerikatan denganl hukum danl tidak 

dapatl ldipisahkan. lUndang-Undangl Dasar 

Negaral Republik Indonesial Tahun 1945l 

Pasal 1l ayatl (l3) mengaturl bahwa 

Indonesial adalah negaral lhukum. Olehl 

karena litu, Indonesial menjunjung tinggil 

supremasi hukuml dalam menjalankanl 

fungsi lnegaranya. Selainl litu, Pasall 28D 

ayatl (l1) mengaturl bahwa setiapl orang 

berhakl atas lpengakuan, ljaminan, 

lperlindungan, danl kepastian hukuml 

yang adill serta perlakuanl yang samal di 

hadapanl lhukum. Berdasarkanl lundang-

undangl yang terdapatl dalam Pasall 27 

ayatl (2l) lUndang-Undangl Dasar Negaral 

Republik Indonesial Tahun l1945, jelasl 

bahwa setiapl warga negaral berhak atasl 

pekerjaan danl penghidupan yangl llayak. 

Selainl litu, Pasall 28D ayatl (l2) 

menyatakanl bahwa setiapl orang berhakl 

untuk bekerjal dan memperolehl upah 

sertal diperlakukan secaral adil danl wajar 

dalaml hubungan lkerja.1  

Manusial dituntut untukl memenuhi 

kebutuhanl dalam melangsungkanl 

hidupnya sertal memenuhi kebutuhanl 

lhidupnya, sehinggal manusia dituntutl 

untuk lbekerja.2 Pasall 1 angkal 2 lUndang-

Undangl lNo.13l Tahun 2003l tentang 

Ketenagakerjaanl menjelaskan bahwal 

tenaga kerjal adalah setiapl orang yangl 

mempunyai kemampuanl melakukan 

pekerjaanl untuk lmenghasilkan, 

mempunyail kemampuan untukl 

melakukan pekerjaanl untuk 

menghasilkanl lbarangl ldan/ataul jasa 

 
1 lUndang-undangl Dasar Negaral Republik Indonesial 

Tahun l1945. 
2 Manurungl lMangaraja, etl lal., Pengaturanl Hukum 

Hubunganl Kerja Antarla Pengusaha Danl Pekerja 

Dalaml Kaitanya Denganl Perjanjian Kerjal Bersama 

(lPkb), Jurnall Pionir LPPMl Universitas Asahanl lVol. 

8 lNo.2, l2022. 

yangl berkualitas untukl memenuhi 

kebutuhanl diri sendiril atau lmasyarakat.3  

Badanl Pusat Statistikl (lBPS) 

mencatatl jumlah pendudukl Indonesia 

yangl bekerja padal tahun 2024l sebanyak 

l142,179l juta orangl, jumlah inil 

meningkat sekitarl 10,979 jutal orang 

selamal periode l2021-2024.4 Hall ini 

membuktikanl bahwa sebagianl besar 

aktivitasl masyarakat dalaml kehidupan 

lsehari-haril ladalah dengan lbekerja. 

Aktivitasl manusia yangl bekerja melebihil 

batas kemampuannyal akan 

menyebabkanl seseorang mengalamil 

lkelelahan, baikl fisik maupunl lpsikis, 

sehinggal berdampak padal menurunnya 

hasill lkerja. Peranl dan kedudukanl 

ketenagakerjaan sangatl diperlukan 

untukl meningkatkan kualitasl dan 

perlindunganl lpekerja. Hall ini bertujuanl 

untuk melindungil hak-hakl dasar lpekerja, 

menjaminl persamaan kesempatanl dan 

perlakuanl yang lsama, tanpal 

ldiskriminasi, gunal mewujudkan 

kesejahteraanl pekerja denganl ltetap 

memperhatikanl perkembangan danl 

kemajuan dunial usaha sertal kepentingan 

lpengusaha.5 l 

Hakl cuti dapatl diartikan sebagail 

hak atasl ketidakhadiran sementaral atau 

tertentul dengan disertail keterangan daril 

pihak yangl lbersangkutan. Pemberianl 

hak cutil bagi instansil atau perusahaanl 

yang mempekerjakanl pekerja bersifatl 

wajib danl perusahaan wajibl 

memberikannya kepadal pekerjanya 

tanpal pengurangan ataul pemotongan 

lgaji. Sebeluml lUndang-Undangl Cipta 

Kerjal lberlaku, hakl cuti bagil pekerja 

sudahl diatur dalaml lUndang-Undangl 

 
3 lUndang-undangl Nomor 13l Tahun 2003l Tentang 

lKetenagakerjaan. 
4 Badanl Pusat Statistikl (lhttps://bps.go.id/). 
5 Barzahl lLatupono, “Perlindunganl Hukum danl 

Hak Asasil Manusia Terhadapl Pekerja Kontrakl 

(loutsourcing) dil Kota lAmbon”, Jurnall lSasi, l17, 

l3, (2l011), Hal 59. 
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Nomor 13l Tahun 2003l tentang 

lKetenagakerjaan. Pascal berlakunya 

lUndang-Undangl Cipta lKerja, terdapatl 

perubahan mengenail pengaturan hakl 

cuti bagil lpekerja. Perubahanl tersebut 

dinilail kontroversial karenal beberapa 

ketentuanl dalam lUndang-Undangl Cipta 

Kerjal memberikan ruangl lebih bagil 

perusahaan untukl mengatur hakl cuti 

karenal banyak aturanl yang diaturl 

sebelumnya telahl ldihapuskan. 

lAkibatnya, peranl hukum dalaml 

memberikan kepastianl hukum menjadil 

llemah.  

Terdapatl perubahan mendasarl 

mengenai pengaturanl hak cutil dalam 

lUndang-Undangl Nomor 6l Tahun 2023l 

tentang Penetapanl Peraturan 

Pemerintahl Pengganti lUndang – Undangl 

Nomor 2l Tahun 2022l Tentang Ciptal 

Kerja Menjadil Undang – lUndang, jikal 

dibandingkan denganl ketentuan 

lUndang-Undangl Nomor 13l Tahun 2003l 

tentang Ketenagakerjaanl sebagaimana 

tercantuml dalam Pasall 81 angkal 25 

lUndang-Undangl Cipta Kerjal yang 

mengubahl Pasal 79l lUndang-Undangl 

lKetenagakerjaan. Sesuail lUndang-

Undangl Cipta Kerjal Nomor 6l Tahun 

2023l pada pasall 79l (l1) pengusahal wajib 

memberikanl waktu istirahatl danl 

lliburan. Untukl cuti tahunanl pada pasall 

79l (l3) harusl ada lsekurang-kurangnyal 

12 haril kerja setelahl 12 bulanl bekerja 

terusl lmenerus. Untukl pelaksanaannya 

padal pasal 79l ayatl (l4) cutil tahunan 

dituangkanl dalam perjanjianll lkerja, 

peraturanl lperusahaan, ataul perjanjian 

kerjal lbersama. Sertal deregulasi 

pemberianl hak cutil lpanjang. 

lNamun, dalaml pelaksanaanya padal 

saat lini, tujuanl dari reformasil peraturan 

hukuml di bidangl reformasi hukuml 

ketenagakerjaan yangl dilakukan denganl 

bertujuan untukl memberikan rasal 

keadilan danl perlindungan 

lburuh/pegawail serta untukl memenuhi 

amanatl Undang-Undangl Dasaar 1945l 

yaitu melaksanakanl perkembangan 

manusial Indonesia secaral keseluruhan 

danl perkembangan masyarakatl 

Indonesia masyarakatl secara 

lkeseluruhan, danl untuk meningkatkanl 

harkat danl martabat martabatl dan hargal 

diri pekerjal dan mewujudkanl 

masyarakat lsejahtera, lberkeadilan, baikl 

secara materiill maupun materill sprituil 

beluml berjalan sesuail dengan lbercita-

lcita.6 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

ingin mengkaji/analisis dari pengaturan 

terbaru dalam Undang-Undang Cipta 

Kerja tersebut karenal sebelum 

diberlakukannyal llUndang-Undangl Cipta 

lKerja, banyakl terjadi penolakanl di 

kalanganl masyarakat baikl dari kalanganll 

mahasiswa ataupunl lpekerja/buruhl 

karena dirasal lUndang-Undangl Cipta 

Kerjal hanya merugikanl masyarakat 

khususnyal lpekerja/buruh. Penulisl ingin 

mengetahuil apakah penerapanl lUndang-

Undangl Cipta Kerjal sudah sesuail luntuk 

diterapkanl kepada masyarakatl atau 

ltidak. Olehl karena litu, penulisl ingin 

mengetahuil bagaimana sebenarnyal 

penerapan lUndang-Undangl Cipta Kerjal 

terhadap ketenagakerjaanl terkait cutil 

lpekerja. 

 
METODE PENELITIAN 

Adapun penelitian saya ini 

menggunakan metode deskriptif dimana 

penelitianl deskriptif merupakanll penelitian 

yangll menggambarkan karakteristikl dari 

suatu populasi atau sebuah fenomena yang 

menjadil objek lpenelitian. Metodel penelitian 

deskriptifl lebih fokusl pada menjelaskanl 

objek lpenelitiannya, sehinggal penelitian inil 

 
6 lManurung, lMangaraja, “Pengaturanl Perjanjian 

Kerjal Waktu Tertentul Dalam Hubunganl Kerja Antaral  

Pekerja / Buruhl Dengan llPengusaha”, Jurnall Pionir 

LPPMl Universitas lAsahan; lVol 2 lN0.3 lJuli-Desemberl 

l2017. 
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akan menghasilkanl jawaban daril sebuah 

peristiwal yang lterjadi.7 Penelitianl deskriptif 

memilikil tujuan utamal untuk menjelaskanl 

dan menggambarkanl fenomena ataul 

peristiwa yangl lditeliti. Metodel pendekatan 

yangl digunakan dalaml penelitian inil 

dilakukan denganl cara pendekatanl lyuridis 

lnormatif. Pendekatanl yuridis normatifl ialah 

suatul bentuk pendekatanl dalam artil 

mengkaji teoril dari lkaidah-kaidahl atau 

lnorma-normal dan laturan-aturanl melalui 

studil kepustakaan yaitul dengan caral 

lmembaca, lmengutip, menyalinl dan menelaahl 

teori yangl berkaitan eratl dengan 

permasalahanl dalam lpenelitian.8 Penelitianl 

ini bersifatl yuridis normatifl dengan 

membandingkanl atau menelaalh suatu lteori-

teoril dan peraturanl hukum yang lada danl 

lberlaku. Penelitian ini menggunakan teknik 

perundang-undangan, semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini 

ditelaah.9 

 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Pengaturan Cuti Pekerja yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang 

Pemerintahl telah menetapkanl 

aturan terbarul mengenai cutil untuk 

karyawanl lswasta. Ketentuanl itu 

tertuangl dalam lUndang-Undangl Nomor 

6l tahun 2023l yang merupakanl 

pengesahan atasl Peraturan Pemerintahl 

 
7 lJenis-jenisl penelitian llengkap, contohl dan 

penjelasannyal (lhttps://penerbitdeepublish.com/jenis-

jenis-penelitian/) 
8 Metodel penelitian pendekatanl masalah dalaml 

penelitianl (lhttps://adoc.pub/metode-penelitian-

pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html) 
9 Manurung, Mangaraja, “The Outsourchcing In 

Employment Law Reviewed Based On Justice and 
Legal Certainty Aspects”, Jurnal Pembaharuan Hukum; 
Volume 9 No.3 September – December 2022. 

Pengganti lUndang-Undangl Nomor 2l 

Tahunl 2022 tentangl Cipta lKerja. Untukl 

2024 inil aturan mengenail pengajuan 

cutil karyawan sudahl merujuk padal 

Undang-Undangl yang disahkanl pada 31l 

Maret 2023l lini. Bilal dilihat lebihl rinci 

terdapatl sejumlah perubahanl dalam 

lUndang-Undangl Cipta Kerjal yang barul 

mengenai aturanl cuti dibandingl 

Undang-Undangl Nomor 13l tahun 2003l 

tentang lketenagakerjaan. lJadi, dalaml 

hal lini, perusahaanl yang melanggarl 

atau tidakl menyediakan hakl cuti bagil 

pekerja ataul lkaryawan, akanl terkena 

lsanksi, baikl secara perdatal maupun 

hukuml lpidana. Denganl disahkannya 

lUndang-Undangl Cipta Kerjal lewat 

lUndang-Undangl nomor 6l tahun 2023l 

tentang Penetapanl Peraturan 

Pemerintahl Pengganti lUndang-Undangl 

nomor 2l tahun 2022l tentang Ciptal 

lKerja, yangl menyatakan salahl satu 

kewajibanl perusahaan berupal 

pemberian hakl cuti kepadal para 

lpekerja. Pasall 81 angkal 25 lUndang-

Undangl nomor 6l tahun 2023l tersebut 

mengubahl lbeberapa isil dan ketentuanl 

yang terdapatl pada Pasall 79 lUndang-

Undangl nomor 13l tahun l2003. 

Beberapal ketentuan yangl berkaitan 

dengaln kewajiban sebuahl perusahaan 

dil dalam Pasall 81 angkal 25 lUndang-

Undangl nomor 6l tahun 2023l termasuk 

memberil waktu istirahatl dan Cutil bagi 

lpekerja. 

Dari ketentuanl tersebut, terlihat 

bahwa lUndang-Undangl Cipta Kerja 

memberikan mandat kepada 

perusahaan untuk memberikan waktu 

istirahat kepada pekerja, selain 

memberikan cuti. Waktu istirahat 

umumnya dipahami sebagai jeda di 

dalam waktu bekerja yang diperoleh 

pekerjal setelah bekerjal dalam kurunl 

waktu ltertentu. Adapunl di dalaml Pasal 

79l (l2) lUndang-Undangl nomor 13l 
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tahun 2003l yang diubahl oleh lUndang-

Undangl nomor 6l tahun l2023, waktu 

istirahat diatur dengan ketentuan yang 

menyebutkan bahwa :  

a) Istirahatl antara jaml kerja minimall 

selama 30l menit harusl ldiberikan 

setelahl pekerja bekerjal selamal 

kurun waktu 4 jam berturut-turut.  

b) Istirahat ini tidakl termasuk dalaml 

waktu istirahatl mingguan 1l haril 

bagi pekerja yang bekerja dalam 

kurun waktu 6l hari secaral 

berturut-turutl dalam waktul 1 

lminggu.  

Pemberian waktu istirahat 

berfungsi sebagai penyeimbang antara 

kehidupan kerja dan kehidupan 

personal dari para pekerja dengan 

pekerjaan yang mereka lakukan. Seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya, 

waktu istirahat memiliki fungsi yang 

sama dengan waktu cuti dimana 

keduanya diperlukan untuk menjaga 

kualitas seorang pekerja agar tetap 

efisien dan memberikan usaha 

maksimal dalam melakukan 

pekerjaannya. Selain itu, waktu istirahat 

juga berfungsi sebagai bentuk 

perlindungan pekerja dari waktu kerja 

atau beban kerja berlebih ataupun tidak 

manusiawi. Beban pekerjaan yang 

berlebihan atau bahkan sampai tidak 

manusiawi tentunya akan sangat 

berdampak terhadap kesehatan fisik 

dan kesehatan mental dari seorang 

pekerja yang tentunya juga akan sangat 

mempengaruhi kualitas kerja seorang 

pekerja. Dil dalam lUndang-Undangl 

nomor 6l tahun 2023l sendiri tidak 

terdapat perubahan mengenai lama 

waktu istirahat yang ditentukan, oleh 

karenanya aturan mengenai lama 

waktu istirahat masih menggunakan 

aturan yang ditetapkan oleh Undang-

Undang Ketenagakerjaan yang mana di 

atur pada Pasal 79 (2) bagian a 

disebutkan bahwa waktu jeda antara 

jam kerja minimal 30 menit harus 

diberikan begitu pekerja selesai bekerja 

sebanyak 4 jam berturut-turut, jeda 

dari waktu istirahat tersebut bukan 

bagian dari jaml lkerja. 

Selainl itu terdapatl juga waktul 

istirahat mingguanl pada lUndang-

Undangl nomor 13l tahun 2003l dimana 

jugal mengalami perubahanl oleh 

lUndang-Undangl nomor 6l tahun 2023l 

dimana sebelumnyal Undang-Undangl 

nomor 13l tahun 2003l telah terdapalt 

ketentuanl dimana istirahat mingguan 

diberikan dalam bentuk 1 hari dalam 

seminggu untuk waktu pekerjaan 

sebanyak 6 hari kerja dan 2 hari 

istirahat dalam seminggu untuk lima 

hari kerja. Ketentuan mengenai waktu 

istirahat mingguan berupa 2 hari waktu 

istirahat untuk waktu kerja sebanyak 5 

hari tidak ada lagi pada Undang-Undang 

nomor 6 tahun 2023. Selain hak waktu 

istirahat, terdapat pula hak cuti. Secara 

umum, cuti dapat didefinisikan sebagai 

periode ketika seorang karyawan diberi 

izin untuk tidak masuk kerja selama 

periode waktu tertentu, dengan 

mematuhi segala ketentuan yang ada di 

dalam Perusahaan tersebut. Cuti yang 

dimaksud tidak hanya terbatas pada 

cuti yang diberikan karena telah 

melakukan suatu pekerjaan dalam 

waktu tertentu seperti cuti tahunan. 

Cuti juga diberikan untuk beberapa 

sebab lainnya yang di antaranya cuti 

sakit. 

Undang-Undang nomor 6 tahun 

2023 tidak memberikan perubahan 

terhadap cutil ltahunan. Padal cuti 

tahunanl diatur dalaml Pasall 81 Angka 

25 (3), disebutkan bahwa tenaga kerja 

berhakl mendapatkan cutil ltahunan 

minimall selama 12l hari kerjal setelah 

bekerjal selama 12l bulan lberturut-
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lturut.10 Hakl cuti tahunanl ini dianggapl 

sebagai hakl cuti denganl pembagian 

waktul terbanyakl karena 

persyaratannya membutuhkan jam 

kerja terpanjang, yaitu 12l bulan kerjal 

secara terusl lmenerus. Pelaksanaanl hak 

cutil tahunan diaturl dalam Perjanjianl 

lKerja, Peraturalnl lPerusahaan, ataul 

Perjanjian Kerjal Bersama sesuail 

dengan Pasall l81 Angkal 2l5 (4l) lUndang-

Undangl Nomor 6l Tahun l2023, yang 

memiliki kesamaan dengan ketentuan 

pada Pasal 79 (3) lUndang-Undangl 

Nomor 13l Tahun l2003. 

Pada Pasall 81 angkal 25 lUndang-

Undangl nomor 6l tahun 2023l mengatur 

tentangl waktu istirahat panjang, pada 

ayat (5), disebutkan bahwa Di samping 

istirahatl dan cutil sebagaimana 

dijelaskanl dalam ayatl (l1), (2l), danl (l3), 

perusahaanl tertentu dapatl mengatur 

istirahatl panjang melaluil perjanjian 

lkerja, peraturanl lperusahaan, ataul 

perjanjian kerjal lbersama. Lebihl llanjut, 

dil pada ayatl (6l) dinyatakanl bahwa 

aturanl lebih lanjutl mengenai 

perusahaanl tertentu sebagaimanal 

dimaksud dalaml ayatl (l5) diaturl melalui 

Peraturanl lPemerintah. Ketentuanl ini 

tidakl sama denganl ketentuan yangl 

sebelumnya terdapatl pada lUndang-

Undangl nomor 13l tahun l2003, di mana 

Pasal 79 (4) tidak menyebutkan dimana 

hak istirahat panjang diatur. Selainl litu, 

padal ayatl (l5) jugal disebutkan bahwal 

perusahaan tertentul yang disebutkanl 

pada ayatl (l4) diaturl dengan Keputusanl 

lMenteri, berbedal dengan lUndang-

Undangl nomor 6l tahun 2023l yang 

 

 

 

 
10 lUndang-undangl (lUU) Nomorl 6 Tahunl 2023 

tentangl Penetapan Peraturanl Pemerintah 

Penggantil lUndang-Undangl Nomor 2l Tahun 

2022l tentlang Ciptal Kerja menjadil lUndang-

lUndang. 

mengaturl hal tersebutl dengan 

Peraturan Pemerintah. Perubahan ini 

melimpahkan perusahaan atau 

pengusaha kebebasan atau kewenangan 

yang lebih besar dalam menentukan 

waktu cuti panjang melalui perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, kontrak 

kerja, atau perjanjianl kerja bersamal 

antara perusahaanl atau pengusahal 

dengan lpekerja. Selainl litu, hakl istirahat 

panjangl tidak lagil terikat denganl 

minimal batakl masa kerjal sebanyak 6l 

tahun sepertil yang terdapatl pada 

nomorl 13 tahunl l2003. 

Ketika akan mencantumkan klausa 

mengenai hak cuti beserta dengan 

waktu istirahat ke dalam suatu 

perjanjian kerja berdasarkan Undang-

Undang Cipta Kerja, waktu istirahat 

pekerja harus disesuaikan dengan 

ketentuan Pasal 81 angka 25, yang 

menyatakan bahwa pekerjal berhak atasl 

waktu istirahatl mingguan selamal 1 haril 

setelah selesail bekerja selamal kurun 

waktu 6 hari waktu kerja selama waktu 

1 minggu. Dengan mengacu pada Asas 

Kebebasan Berkontrak, maka setiap 

pihak yang terlibat dapat 

menambahkan klausa baru yang 

mengatur waktu istirahat mingguan, hal 

inil sesuai denganl ketentuan yangl 

terdapat padal Pasal 79l (2l) lUndang-

Undangl nomor 13l tahunl 2003. Klausa 

baru ini dapat berupa waktu untuk 

istirahat akan dberikan kepada pekerja 

sebanyak dua hari untuk mereka yang 

telah selesai bekerja dalam kurun 

waktu lima hari selama waktu 1 

minggu. 

 

Pelaksanaan Hak Cuti bagi Pekerja 

dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
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2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang 

Hubungan kerja antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha tidak selamanya 

berlangsung harmonis, banyak faktor 

yang menyebabkan terjadinya 

perselisihan misalnya hubungan kerja 

yang didasarkan pada Perjanjian Kerja, 

biasa disebut juga kontrak kerja 

dianggap lebih efisien, karena majikan 

dapat dengan sekehendak hati 

membuat syarat syarat kerja yang 

disepakati juga oleh pekerja.11 Dalam 

prakteknya, hak pekerja tidak 

sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak 

pengusaha, bahkan tidak sedikit 

pengusaha yang justru melaksanakan 

hak-hak normatif pekerja/buruh masih 

sangat jauh di bawah ketentuan yang 

berlaku.12 

Perubahanl lyang palingl mencolok 

terlihatl pada jenisl cuti danl istirahat 

yangl ldiberikan, yangl berbeda denganl 

ketentuan lsebelumnya. Padal lUndang-

undangl lKetenagakerjaan, perusahaanl 

diwajibkan memberikanl cuti kepadal 

lpekerja, melibatkanl cuti tahunanl dan 

cutil atau istirahatl lpanjang. Cutil 

tahunan diberikanl kepada karyawanl 

setidaknya selamal 12 haril kerja setelahl 

karyawan bekerjal selama satul ltahun. 

Selainl litu, adal juga istirahatl panjang 

selamal minimal 2l lbulan, dilaksanakanl 

pada tahunl ketujuh danl kedelapan 

lmasing-masingl selama 1l bulan bagil 

pekerja yangl telah bekerjal selama 6l 

ltahun. Aturanl mengenai istirahatl dan 

cutil yang tercantuml dalam lUndang-

 
11 Manurung, Mangaraja, dkk., “Akibat Hukum 

Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh 
Pengusaha Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja 
(Studi Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Asahan)”, Jurnal DeJure Muhammadiyah Cirebon; Vol. 
6, 2022. 

12 Manurung, Mangaraja, “Peran Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Asahan dalam Penyelesaian 
Perselisihan Hak Pekerja/Buruh”, Jurnal Living Law; 
Vol. 14, No. 1, 2022. 

Undangl Nomor 13l tahun 2003l 

menekankan katal "kewajibanl 

lperusahaan". Denganl ldemikian, setiapl 

pekerja danl buruh memilikil hak yangl 

sama danl dijamin olehl lUndang-Undang. 

Berbedal dengan lundang-undangl 

lsebelumnya, lUndang-Undangl Nomor 6l 

tahun 202l3 pasal 81l mengubah pasall 

79 lUndang-Undangl ketenagakerjaan 

denganl memberikan hakl libur danl cuti 

yangl lebih lsedikit. Perppul hanya 

mewajibkanl perusahaan memberikanl 

cuti tahunanl paling sedikitl selama 12l 

hari kerjal setelah pekerjal atau buruhl 

bekerja selamal lsetahun. Sementaral 

untuk istirahatl atau cutil lpanjang, tidakl 

lagi menjadil kewajiban lperusahaan. 

“Perusahaanl tertentu dapatl 

memberikan istirahatl panjang yangl 

diatur dalaml Perjanjian lKerja, 

Peraturanl Perusahaan, ataul Perjanjian 

Kerjal Blersama”. 

Dalam sistematisnya, subjek yang 

berkaitan dengan cuti ini sendiri ada 2 

(dua) yaitu para pekerja/buruh selaku 

orang yang hendak mengajukan cuti 

dengan pengusaha selaku orang yang 

memberikan cuti kepada para 

pekerjanya. Oleh karena itu sebagai 

subjek dari cuti pekerja dan pengusaha 

memiliki hak dan kewajiban terkait cuti. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Berikut ini adalah hak 

dan kewajiban pekerja dan pengusaha 

terkait cuti : 

• Pekerja berhak mendapatkan cuti 

sesuai dengan jenis dan lamanya 

yang ditentukan dalam undang-

undang ketenagakerjaan, perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

• Pekerja berhak mendapatkan upah 

penuh selama menjalankan hak 

cuti, kecuali untuk cuti khusus 

yang tidak diatur dalam undang-

https://heylaw.id/peraturan/undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan?search=ketenagakerjaan
https://heylaw.id/peraturan/undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan?search=ketenagakerjaan
https://heylaw.id/peraturan/undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan?search=ketenagakerjaan
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undang ketenagakerjaan, 

perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama. 

• Pekerja wajib mengajukan cuti 

kepada pengusaha dengan mengisi 

formulir pengajuan cuti dan 

melampirkan dokumen 

pendukung yang diperlukan, 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan dalam undang-undang 

ketenagakerjaan, perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

• Pekerja wajib menjaga komunikasi 

dengan pengusaha selama cuti, 

terutama jika ada hal-hal penting 

yang berkaitan dengan pekerjaan. 

• Pekerja wajib mematuhi aturan 

yang berlaku selama cuti, misalnya 

tidak bekerja di tempat lain, tidak 

melakukan hal-hal yang merugikan 

pengusaha, atau tidak 

memperpanjang cuti tanpa izin. 

• Pekerja wajib kembali bekerja 

sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan setelah selesai cuti, dan 

melaporkan hasil cuti kepada 

pengusaha, misalnya dengan 

menunjukkan bukti cuti, atau 

memberikan laporan pekerjaan 

yang tertunda. 

• Pengusaha wajib memberikan cuti 

kepada pekerja sesuai dengan 

jenis dan lamanya yang ditentukan 

dalam undang-undang 

ketenagakerjaan, perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

• Pengusaha wajib membayar upah 

penuh kepada pekerja selama 

menjalankan hak cuti, kecuali 

untuk cuti khusus yang tidak 

diatur dalam undang-undang 

ketenagakerjaan, perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

• Pengusaha wajib menyetujui atau 

menolak pengajuan cuti dari 

pekerja dengan alasan yang jelas 

dan objektif, sesuai dengan 

pertimbangan yang berkaitan 

dengan kepentingan pekerja dan 

pengusaha. 

• Pengusaha wajib menjaga 

komunikasi dengan pekerja selama 

cuti, terutama jika ada hal-hal 

penting yang berkaitan dengan 

pekerjaan. 

• Pengusaha wajib menghormati hak 

pekerja untuk beristirahat dan 

tidak mengganggu pekerja selama 

cuti, kecuali untuk hal-hal yang 

mendesak dan penting. 

• Pengusaha wajib menyambut 

kembali pekerja yang telah selesai 

cuti, dan menerima laporan hasil 

cuti dari pekerja, misalnya dengan 

mengecek bukti cuti, atau 

mengevaluasi laporan pekerjaan 

yang tertunda. 

 

Perubahan-perubahan tersebut 

memberikan pihak perusahaan atau 

pemberi kerja lebih banyak 

kewenangan dalam mengatur hak cuti 

pekerja, seperti waktu istirahat 

panjang yang ditentukan melalui 

perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, kontrak kerja, maupun 

sebuah perjanjian kerja bersama. 

Untuk melindungi hak cuti beserta 

waktu istirahat pekerja, pekerja dapat 

menggunakan Asas Kebebasan 

Berkontrak saat membuat perjanjian 

kerja dengan pihak pemberi kerja. 

Pekerja dapat meminta penambahan 

klausa baru dalam perjanjian untuk 

mengatur hak cuti dan waktu istirahat. 

Dengan klausa tambahan ini sebagai 

bukti tertulis, pihak pemberi kerja yang 
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menyetujui perjanjian tersebut harus 

mematuhi dan melindungi hak cuti 

serta waktu istirahat pekerja. 

Selainl litu, efekl lainnya pascal 

berlakunya lUndang-Undangl Cipta 

Kerjal adalah minimnyal jaminan 

perlindunganl hukum terhadapl hak-

hakl cuti khususl pada pekerjal lwanita. 

Hall ini dikarenakanl lUndang-Undanlg 

Cipta Kerjal tidak mengaturl tentang 

lhak-hakl cuti khususl bagi pekerjal 

lwanita. Hall ini dapatl berakibat 

menimbulkanl kekosongan hukuml dan 

dapatl berakibat padal hilangnya ataul 

minimnya kesempatanl untuk 

mendapatkanl hak cutil khusus bagil 

tenaga kerjal wanita sepertil hak cutil 

lhaid, hakl cuti lmelahirkan, hakl cuti 

keguguranl ataupun kesempatanl untuk 

menyusuil di tempatl kerja karenal 

mereka dianggapl tidak produktifl bagi 

lperusahaan. 

Dalaml llUndang-Undangl Cipta Kerjal 

terbaru disebutkanl bahwa selainl 

waktu istirahatl yang merupakanl 

istirahat antaral jam kerjal serta 

istirahatl mingguan danl lcuti ltahunan, 

perusahaanl tertentu dapatl 

memberikan istirahatl panjang yangl 

diatur dil dalam perjanjialn lkerja, 

peraturanl lperusahaan, ataul perjanjian 

kerjal lbersama. Denganl begitu aturanl 

cuti panjangl tergantung padal 

kesepakatan antaral perusahaan danl 

lpekerja.  Sesuail ketentuan inil maka 

perusahaanl yang memberikanl 

istirahat panjanlgl tidak bolehl 

mengurangi jatahl cuti tahunanl 

sebagaimana telahl lditetapkan. Meskil 

begitu tidakl ada ketentuanl yang jelasl 

jenis perusahaanl mana sajal yang dapatl 

menentukan cutil panjang danl mana 

yangl ltidak.  Merujulk ketentuan inil 

maka cutil besar hanyal akan diberikanl 

bila tertuangl dalam perjanjianl lkerja, 

peraturanl lperusahaan, ataul perjanjian 

kerjal lbersama. Demikianl pula denganl 

syarat dalnl lamanya waktul cuti besarl 

menjadi wewenangl lperusahaan. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkanl rumusan masalahl yang 

telahl dibahas dalaml pembahasan 

lsebelumnya, makal dapat diambill beberapa 

lkesimpulan.  

Disahkannya Undang-Undang Cipta 

Kerja lewat Undang-Undang nomor 6 tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, 

yang menyatakan salah satu kewajiban 

perusahaan berupa pemberian hak cuti 

kepada para pekerja. Pasal 81 angka 25 

Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 

tersebut mengubah beberapa isi dan 

ketentuan yang terdapat pada Pasal 79 

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. 

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan 

kewajiban sebuah perusahaan di dalam Pasal 

81 angka 25 Undang-Undang nomor 6 tahun 

2023 termasuk memberi waktu istirahat dan 

Cuti bagi pekerja. Dari ketentuan tersebut, 

terlihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja 

memberikan mandat kepada perusahaan 

untuk memberikan waktu istirahat kepada 

pekerja, selain memberikan cuti. Waktu 

istirahat umumnya dipahami sebagai jeda di 

dalam waktu bekerja yang diperoleh pekerja 

setelah bekerja dalam kurun waktu tertentu. 

Efekl dari perubahaln terhadap lhak-hakl 

cuti bagil ltenaga kerjal pasca berlakunyal 

Undang-Undangl Cipta Kerjal adalah denganl 

dihapusnya ketentuanl dalam Pasall 79 ayatl 

(l2) hurufl d lUndang-Undangl 

Ketenagakerjaan makal dengan dihapusnyal 

pasal ltersebut, makal terhadap pekerjal 

dengan masal kerja lamal yaitu 6l (lenam) 

tahunl bekerja tidakl dapat mengambill cuti 

panjangl kecuali ditentukanl dalam perjanjianl 

kerja, peraturanl perusahaan ataul perjanjian 

kerjal lbersama. Hal tersebut menyebabkan 

semakin lemahnya jaminan perlindungan 
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hukum terhadap hak-hak pekerja terutama 

yang berkaitan dengan cuti panjang 

dikarenakan undang-undang cipta kerja Hak 

pekerja harus dijaga dan dihormati oleh 

perusahaan. Namun, ada kalanya perusahaan 

hanya berfokus pada keuntungan semata, 

sehingga memaksa pekerja untuk bekerja di 

luar jam kerja atau melarang mereka 

mengambil cuti dan waktu istirahat yang 

seharusnya mereka dapatkan. Pemerintah 

telah menetapkan peraturan perundang-

undangan sebagai solusi atas permasalahan 

ini. Melalui Pasal 81 Angka 68 Undang-

Undang 6/2023, negara menjamin bahwa 

siapa pun yang melanggar ketentuan yang 

terdapat pada Pasal 81 angka 25 Undang-

Undang 6/2023 akan dikenai sanksi pidana 

berupa pidana kurungan minimal 1 bulan 

dan maksimal 12 bulan, dan/atau denda 

minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) dan maksimal Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). Tindakan pidana ini 

dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran. 

Untuk memastikan bahwa hak cuti dan waktu 

istirahat pekerja benar-benar terjaga, sangat 

disarankan bagi pekerja untuk 

mencantumkan klausa-klausa mengenai hak 

cuti dan waktu istirahat secara tertulis dalam 

perjanjian kerja sebagai bukti bahwa hak 

tersebut telah disepakati oleh pihak pemberi 

kerja. 

 
SARAN 

Pemerintah perlu memberikan 

sosialisasi terkait aturan baru yang akan 

diterapkan baik kepada masyarakat dan 

perusahaan terkait, guna meminimalisir 

kesalahpahaman yang dapat memicu 

terjadinya kontra. 

Karena adanya perubahan aturan 

maka perlu adanya pengawasan dalam masa 

pemberlakuan aturan, mengantisipasi adanya 

kontra dari aturan yang berlaku. Untuk 

memastikan bahwa hak cuti dan waktu 

istirahat pekerja benar-benar terjaga, dan 

sangat disarankan bagi pekerja untuk 

memeriksa aturan mengenai hak cuti dan 

waktu istirahat bahwa tertulis dalam 

perjanjian kerja sebagai bukti bahwa hak 

tersebut telah disepakati oleh pihak pemberi 

kerja. 

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terimakasih saya berikan 
kepada kedua orang tua tercinta yang telah 
membesarkan, mendidik, dan memberikan 
segala yang terbaik untuk saya hingga saya 
mampu menyelesaikan pendidikan strata 1. 
Kemudian ucapan terimakasih juga saya 
sampaikan kepada adik saya tersayang, yang 
telah menjadi penyemangat untuk saya agar 
dapat menyelesaikan pendidikan saya tepat 
pada waktunya. Tak lupa saya ucapkan 
terimakasih kepada dosen pembimbing saya 
yang memberikan masukan dan sangat 
mempermudah para mahasiswanya untuk 
bimbingan.  
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